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ABSTRAK

Penelitian ini ditujukan untuk menganalis isu hukum sebagai berikut: (1).
Keabsahan akta relaas dibuat melalui media video konferensi (2). Tanggunggugat
notaris terhadap akta relaas yang dibuat melalui media video konferensi.
Penelitian ini merupakan penelitian hukm_yang bersifat normatif dengan
menggunakan pendekatan perundang-undangan = (statute approach) dan
pendekatan konseptual (conceptual approach).

Berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan sebagai berikut: (1) Rapat umum
pemegang saham merupakan kewajiban pertama perseroan terbatas yang segera
diselenggarakan oleh direksi. Rapat umum pemegang saham adalah rapat yang
dilakukan oleh para pemegang saham dalam kedudukan hukum mereka sebagai
pemilik perseroan. Setiap rapat harus jelas ditentukan tempat pelaksanaannya,
tempat perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya, rapat umum pemegang
saham perseroan terbuka, dan dimungkinkan mengadakan rapat umum pemegang
saham di mana saja. (2) Akta yang dibuat notaris akta otentik yang otentisitasnya
itu bertahan terus bahkan sampai sesudah meninggal dunia. Tanda tangan pada
akta tersebut tetap mempunyai kekuatan walaupun tidak dapat lagi menyampaikan
keterangan mengenai kejadian pada saat pembuatan akta itu. Apabila notaris
untuk diberhentikan atau dipecat dari jabatannya maka akta tersebut tetap
memiliki kekuatan sebagai akta otentik tetapi akta tersebut harus dibuat sebelum
pemberhentian atau pemecatan sementara waktu itu dijatuhkan. Berkaitan dengan
kekuatan pembuktian akta notaris sebagai alat bukti menurut pendapat yang
umum dianut dapat dikatakan bahwa pada setiap akta otentik dibedakan menjadi
tiga macam kekuatan pembuktian yaitu Kekuatan pembuktian lahiriah, Kekuatan
pembuktian formal, Kekuatan pembuktian material.

Penelitian ini merekomendasikan untuk melakukan perbaikan kepada: (i)
Rapat-umum pemegang saham merupakan kewajiban pertama perseroan terbatas
yang segera diselenggarakan oleh direksi. Seperti yang diketahui rapat umum
pemegang saham adalah Rapat yang dilakukan oleh para pemegang saham dalam
kedudukan hukum mereka sebagai pemilik perseroan. Setiap rapat harus jelas
ditentukan tempat pelaksanaannya. (ii) Jabatan notaris dapat dikatakan bahwa
terdapat ketentuan yang tidak lazim di dunia peradilan dan menimbulkan ketidak
adilan karena di Indonesia tidak dikenal tanggung gugat secara mutlak yang tanpa
batas waktu dan ketidakadilan dalam arti tidak ada jabatan di Indonesia yang
bertanggung gugatnya tanpa batas. Setiap orang yang mengemban atau
memangku jabatan tertentu dalam bidang apapun sebagai pelaksanaan dari suatu
struktur negara pemerintahan dan Organisasi mempunyai batasan. Ada batasan
dari segi wewenang ada juga dari segi waktu artinya sampai batas waktu kapan
jabatan yang diemban oleh seorang notaris harus berakhir. Oleh karena itu, setiap
jabatan apapun mempunyai batasan waktu tanggung gugat, yaitu sepanjang yang
bersangkutan menjabat atau karena apabila jabatan yang dipangku seorang telah
habis yang bersangkutan berhenti penggugatnya dalam jabatan yang pernah
dipangkunya.

Kata Kunci : Keabsahan, Akta Relaas, Tanggung gugat, Notaris



ABSTRACT

This research is intended to analyze the legal issues as follows: (1). The
validity of the deed of relaas is made through video conference media (2). Notary
obligations to the deeds of relaas made through the conference video media. This
research is a normative research using statute approach and conceptual approach.

Based on the results of this study found as follows: (1) Shareholder general
meeting is the first obligation of limited liability company which immediately
held by directors. Shareholders general meeting is a meeting conducted by
shareholders in their legal standing as the owner of the company. Each meeting
shall be clearly determined in its place of operation, where the company conducts
its main business activities, general meeting of shareholders of publicly listed
companies, and it is possible to hold general meeting of shareholders everywhere.
(2) A deed made by a notary authentic deed whose authenticity persisted even
after death. The signature on the deed remains in force even though it can no
longer convey information about the event at the time of the act of deed. If the
notary is to be dismissed or dismissed from his / her position then the deed shall
retain force as an authentic deed but the deed must be made before the dismissal
or temporary dismissal is imposed. In connection with the power of proof of
notarial deed as evidence in the opinion of commonly held can be said that in each
authentic deed is divided into three kinds of strength of proof that is the power of
outward proof, the power of formal proof, the strength of material proof.

This research recommends to make improvements to: (i) Shareholder general
meeting is the first obligation of limited liability company to be held by directors.
As it is known that the general meeting of shareholders is a Meeting conducted by
the shareholders in their legal position as the owner of the company. Each meeting
should be clearly defined where its implementation. (ii) The position of a notary
can be said that there are unusual provisions in the world of justice and cause
injustice because in Indonesia there is no recognition of absolute accountability
which is indefinitely and injustice in the sense that there is no position in
Indonesia that is accountable indefinitely. Any person who carries or assumes a
certain position in any field as the implementation of a state structure of
government and the Organization has limits. There is a limit in terms of authority
there also in terms of time means to the extent to which the position held by a
notary must end. Therefore, any office of any kind has a time limit of
accountability, that is, as long as it is in office or because if the position held by a
person has expired concerned the plaintiff stopped his position in the position he
ever held.

Keywords: Validity, Deed of Relaas, Accountability, Notary



BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka kesimpulan yang

di rumuskan sebagai berikut:

1. Keabsahan akta relaas sah dan merupakan alat bukti hukum yang sah apabila
akta berita acara rapat tersebut disetujui dan ditanda tangani oleh semua
peserta rapat umum pemegang saham atau RUPS, yang dimaksud hal tersebut
disetujul dan ditandangani secara fisik dan elektronik. Sehingga keabsahaan
dalam pembuatan akta relaas menggunakan asas lex specialis yaitu hukum
yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum.

2. Tanggung gugat terhadap notaris tidak bisa disanksikan karena notaris dalam
pembuatan akta relaas berita acara Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS
tersebut sudah berdasarkan hukum positif. Notaris dapat bertanggunggugat
apabila dalam RUPS notaris berada di luar wilayahnya, yang dimana dari hal
tersebut akta yang dibuatnya telah terdegradasi menjadi dibawah tangan

karena dalam proses pembuatanya menyalahi aturan atau hukum yang berlaku.
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